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Kurikulum merdeka belajar sudah diterapkan di MIN 3 Banjarmasin secara 

bertahap. Adapun Dalam pelaksanannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. 

Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik 

serta keleluasaan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya di MIN 3 Banjarmasin, 

ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pelaksanaan kurikulum 

tersebut.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan Kurikulum Merdeka di 

MIN 3 Banjarmasin, penelitian ini juga berfokus pada solusi yang dilakukan adalah 

pelatihan dan diklat, kordinasi sesama guru dan mengadakan pertemuan kelompok 

kerja guru (KKG).  

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan metode kualitatif 

deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah guru kelas I B, II B, IV A, V A, Kepala 

Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum. Sedangkan objeknya 

yaitu problematika pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar. Teknik Pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu 

reduksi, penyajian data dan verivikasi. Keabsahan data melalui tringulasi dan 

penggunaan bahan referensi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika pelaksanaan 

Kurikulum Merdeka Belajar di MIN 3 Banjarmasin pada guru kelas I B, II B, IV A 

dan V A diantaranya: menguasai bahan/materi, komitmen terhadap profesi 

keguruan, kapabilitas dalam mengajar dan pengukuran efektivitas belajar, dan 

solusi yang dilakukan adalah pelatihan dan diklat, kordinasi sesama guru dan 

mengadakan pertemuan kelompok kerja guru (KKG).  

 

  


